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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi untuk penguatan  

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi sebagai lembaga 

penyiaran publik di Indonesia, baik sebagai fungsi layanan masyarakat dan 
perusahaan pers, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers. 

Selama ini Seperti hal Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) lainnya 
yang di berbagai daerah di Indonesia, baik yang televisi maupun radio, persoalan 
utama yang terus mengemuka adalah masalah kelembagan. Begitu juga dengan 
LPPL Agropolitan Televisi (atv). Meski telah melakukan siaran 16 tahun sejak 

diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, namun 
persoalan tersebut terus mengemuka, khususnya saat dilakukan pembahasan 

anggaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Terus munculnya persoalan tersebut, tidak terlepas dari kurang 

lengkapnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, 
sebagai dasar hukum atas berdirinya LPP baik televisi maupun Radio. Ditengah 
kerancuan akan penentuan kelembagaan sesuai yang diamanatkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, muncul Surat Edaran 
(SE) dari Dewan Pers yang mensyaratkan bahwa perusahaan media harus 

berbadan hukum Perseroan Terbatas, Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Standart 
Perusahaan Pers, tertanggal 16 Januari 2014. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan jaminan akan netralitas dan indepedensi akan sebuah informasi 
yang disajikan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan kesejahteraan 
terhadap karyawannya.  

 Seakan sejalan dengan Dewan Pers Indonesia, Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) sebagai regulator dari perijinan penyiaran, juga memberikan 
persyaratan administrasi tentang harus dimilikinya Nomor Surat Ijin Usaha 

Perusahaan (SIUP) dan Nomor Tanda Daftar Perusahaan.  
Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 

2005 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “Lembaga Penyiaran Publik  Lokal adalah 

lembaga penyiaran yang  berbentuk badan hukum yang didirikan oleh 
pemerintah daerah, dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio 
atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi 

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan 
dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio, dan Televisi Republik 
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Indonesia (TVRI) untuk televisi. Alhasil, bagi LPPL bukan perkara muda untuk 

memperoleh SIUP dan TDP dan harus “mensiasati”  agar bisa mendapatkannya. 
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Abstraks 

 

This study aims to provide a description of the strengthening of the Local 
Public Broadcasting Institution (LPPL) Agropolitan Television as a public 
broadcasting institution in Indonesia, both as a function of public service and the 
media industry, which is linked to Law Number 40 of 1999 concerning the Press. 

So far, as with other Local Public Broadcasting Institutions (LPPL) in 
various regions in Indonesia, both on television and radio, the main problem that 
continues to emerge is institutional issues. Likewise with LPPL Agropolitan 
Televisi (atv). Even though it has been broadcasting for 16 years, this problem 
continues to arise, especially when discussing the budget at the Regional 
People's Representative Council building. 

The continued emergence of these problems is inseparable from the 
incompleteness of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and 
Government Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Broadcasting 
Institutions, as the legal basis for the establishment of the LPP, both television 
and radio. Amid the confusion regarding the institutional determination as 
mandated by Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Government 
Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Broadcasting Institutions, a 
Circular Letter (SE) from the Press Council appears which requires that media 
companies be legally incorporated as Limited Liability Companies, Number 01 / 
SE-DP / I / 2014 concerning the Implementation of Law Number 40 of 1999 
concerning the Press, and the Standard for Press Companies, dated January 16, 
2014. This is done to guarantee the neutrality and independence of the 
information presented. In addition, to provide welfare guarantees for employees. 

As if it is in line with the Indonesian Press Council, the Indonesian 
Broadcasting Commission (KPI) as the regulator of broadcasting licensing, also 
provides administrative requirements regarding having to have a Company 
Business License Number (SIUP) and a Company Registration Number. 
This contradicts Government Regulation (PP) No. 11 of 2005 Article 1 paragraph 

(3) states "Local Public Broadcasting Institutions are broadcasting institutions in 

the form of legal entities established by local governments, with the aim of 

organizing radio broadcasting or television broadcasting activities, which are 

independent in nature. , neutral, non-commercial, and serves to provide services 

for the benefit of the public whose broadcasts are networked with Radio Republik 

Indonesia (RRI) for radio, and Televisi Republik Indonesia (TVRI) for television. 

As a result, for the LPPL it is not a young matter to obtain SIUP and TDP and 

must be “cautious” in order to obtain them. 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seperti hal Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) lainnya yang di 

berbagai daerah di Indonesia, baik yang televisi maupun radio, persoalan utama 

yang terus mengemuka adalah masalah kelembagan. Begitu juga dengan LPPL 

Agropolitan Televisi (ATV). Meski telah melakukan siaran 16 tahun, sejak 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, namun 

persoalan tersebut terus mengemuka, khususnya saat dilakukan pembahasan 

anggaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Terus munculnya persoalan tersebut, tidak terlepas dari kurang 

lengkapnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, 

sebagai dasar hukum atas berdirinya LPP baik televisi maupun Radio1. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, 

lebih banyak mengatur tentang keberadaan atau kelembagaan LPP Televisi 

Republik Indonesia (TVRI) dan  Radio Republik Indonesia (RRI), dan aturan isi 

siaran. Sedangkan untuk aturan kelembagaan LPPL sangat minim. Hal ini 

mengakibatkan pemerintah daerah yang berkeinginan mendirikan LPPL banyak 

                                                           
1 Liliek Budiastuti Wiratmo dan Noor Irfan, Persoalan Kelembagaan dalam 

Pengelolaan Lembaga Penyiaran. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, 
September - Desember 2014, halaman 248-258 
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mengalami kendala saat menentukan jenis kelembagaan maupun anggaran yang 

diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 Model kelembagaan dan anggaran seperti TVRI dan RRI seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran 

Publik, ternyata juga tidak serta dapat diimplementasikan ke daerah-daerah yang 

berkeinginan mendirikan LPPL. 

 Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  (LPP RRI) dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik 

Indonesia (LPP TVRI) menambah kebingungan pemerintah daerah saat ingin 

mendirikan LPPL dengan mengadopsi peraturan tersebut. Pasal yang mengatur 

tentang aset, sumber pendanaan, dan tenaga kerja dari kedua peraturan 

tersebut, tidak sinkron dan tidak dapat dipakai di daerah. Hal ini berakibat 

munculnya multi tafsir dari aturan tentang penyiaran di berbagai yang 

bersemangat untuk mendirikan LPPL2. 

 Ditengah kerancuan akan penentuan kelembagaan sesuai yang 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, 

muncul Surat Edaran (SE) dari Dewan Pers yang mensyaratkan bahwa 

perusahaan media harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, Nomor 01/SE-

DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

Pers, dan Standart Perusahaan Pers, tertanggal 16 Januari 2014. Hal ini 

                                                           
2 Liliek Budiastuti Wiratmo dan Noor Irfan, Persoalan Kelembagaan dalam 

Pengelolaan Lembaga Penyiaran. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, 
September - Desember 2014, halaman 248-258 
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dilakukan untuk memberikan jaminan akan netralitas dan indepedensi akan 

sebuah informasi yang disajikan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan 

kesejahteraan terhadap karyawannya.  

 Seakan sejalan dengan Dewan Pers Indonesia, Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) sebagai regulator dari perijinan penyiaran, juga memberikan 

persyaratan administrasi tentang harus dimilikinya Nomor Surat Ijin Usaha 

Perusahaan (SIUP) dan Nomor Tanda Daftar Perusahaan. Hal ini bertentangan 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) 

menyebutkan “Lembaga Penyiaran Publik  Lokal adalah lembaga penyiaran yang  

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan 

menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat 

independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk 

kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik 

Indonesia (RRI) untuk radio, dam Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk 

televisi. Alhasil, bagi LPPL bukan perkara muda untuk memperoleh SIUP dan TDP 

dan harus “mensiasati”  agar bisa mendapatkannya. 

LPPL atv sebagai salah satu lembaga penyiaran publik lokal televisi di 

Indonesia, dan satu-satunya di Jawa Timur yang sudah berdiri sejak tahun 2003, 

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, hingga kini 

masih terus mengalami kesulitan dalam mengembang diri menjadi lembaga 

penyiaran yang profesional, karena tidak adanya penguatan kelembagaan yang 

berdampak pada rancunya fungsi kelembagaan antara sebagai lembaga 

penyiaran publik dan perusahaan media (pers) karena salah satu program acara 

unggulannya merupakan karya jurnalistik. 
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Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas  

Penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi 

(ATV) Sebagai Media Televisi Publik Lokal dan Perusahaan Pers. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penelitian diuaraikan sebagai berikut; 

1. Bagaimana penguatan kelembagaan LPPL Agropolitan Televisi sebagai 

lembaga penyiaran publik lokal di Indonesia? 

2. Bagaimana LPPL Agropolitan Televisi menjalankan fungsinya sebagai 

media televisi publik lokal dan perusahaan pers? 

  

C. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Untuk memberikan penjelasan dan penguatan hukum bagi Lembaga 

Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi sebagai televisi 

publik Lokal di Indonesia sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 8 

Tahun 2009 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lolak 

Agropolitan Televisi Batu. 

2. Untuk mengetahui dan memahami LPPL Agropolitan Televisi sebagai 

Media Televisi Pemerintah sekaligus sebagai Perusahaan media sesuai 

Mendeskripsikan Perusahaan Media, sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap diri penulis dalam memperdalam masalah ilmu hukum atau 

melakukan kajian keilmuan. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap Agropolitan Televisi sebagai televisi publik Lokal di Indonesia 

sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pendirian 

Lembaga Penyiaran Publik Lolak Agropolitan Televisi Batu. 

3. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap Pemerintah Kota Batu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Pers 

dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan kepada 

masyarakat . 

 

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual 

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah 

penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan 

dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang 

diteliti. Arikunto (2006: 107) mengatakan, “Kerangka teori merupakan 

wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang 

terkandung dalam penelitian.”  

Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk 

pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar 

penelitian diyakini kebenarannya; 

1. Penguatan Kelembagaan adalah adalah upaya sebuah organisasi untuk 

meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam 
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memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan (Mutiarin, 2014, p. 

180). Penguatan kelembagaan dilakukan dengan merumuskan 

strategi penguatan kelembagaan dari aspek organisasi, aspek 

sumberdaya, aspek pelayanan, dan aspek jaringan kerjasama atau 

kemitraan. 

2. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga 

penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran 

komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam 

melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 32 Tahun 2002). 

3. Lembaga Penyiaran Publik adalah bentuk penyiaran umum yang terdapat 

di Indonesia. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Lembaga Penyiaran Publik, LPP adalah lembaga penyiaran yang 

berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara, bersifat independen, 

netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk 

kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran ini resmi terbentuk pada 

tahun 2005 dan menaungi Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi 

Republik Indonesia (TVRI), serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). 

Sumber pendanaan LPP dapat berasal dari APBN (atau APBD untuk LPPL), 

iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha-usaha 

lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Khusus 

untuk RRI dan TVRI, sumber pendanaan selain APBN diatur lebih lanjut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyiaran_umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
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dengan PP Nomor 15 Tahun 2016 untuk RRI dan PP Nomor 33 Tahun 

2017 untuk TVRI 3. 

4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga yang merujuk pada 

lembaga penyiaran publik di tingkat lokal yang tidak dimiliki dan 

dijalankan baik oleh RRI maupun TVRI. LPPL biasanya, namun tidak 

selalu, berada di kota-kota, kabupaten-kabupaten, bahkan provinsi yang 

belum memiliki stasiun RRI dan/atau TVRI. Menurut PP Nomor 11 Tahun 

2005, LPPL diharuskan berjaringan dengan RRI (untuk stasiun radio) dan 

TVRI (untuk stasiun televisi). 

5. Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat 

persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Perda adalah penjabaran lebih 

lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah 

dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan. Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan 

untuk membahas rancangan Perda. Peraturan daerah dibentuk 

berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan untuk 

membahas rancangan Perda. Perda berlaku setelah diundangkan dalam 

lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling 

lama tujuh hari setelah ditetapkan. Perda dapat diberlakukan, jika kepala 

daerah sudah membuat peraturan untuk kepala daerah itu sendiri. 

Peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

                                                           
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penyiaran_Publik 
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umum, Perda dan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi. 

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan 

peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah. 

6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan 

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, 

media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 

7. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang 

berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di 

Indonesia. Dasar hukum Dewan Pers adalah Undang-Undang No. 40 

Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjadi sebuah lembaga 

independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk 

memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk 

sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk 

menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan 

Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. 

8. Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga 

independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga 

negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan 

penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 

(KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_independen
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pers
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Asasi_Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2002
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di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi 

Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, 

dan Lembaga Penyiaran Komunitas. 

 

F. Orisinalitas Penelitian 

Pertama, TELEVISI PUBLIK LOKAL SEBAGAI RUANG PUBLIK DAN MEDIA 

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Aries, Jurnal LONTAR Vol 5 No 2 Juli-Desember 

2017, 1-16). 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mencari model 

pengembangan televise local yang ideal bagi masyarakat dan daerah itu sendiri. 

Idealnya televisi lokal merepresentasikan kebutuhan masyarakat di daerah 

dalam proses menyeimbangkan informasi, termasuk untuk mengangkat kearifan 

lokal sebagai ciri khas masyarakat. Tidak jarang kita menemukan program siaran 

televisi lokal yang masih menggunakan “perspektif Jakarta” dan sebatas me-relay 

atau mengulang program siaran induk afiliasinya, dan pentingnya pendirian 

Televisi Publik milik Pemerintah Propensi Banten, sebagai upaya untuk 

memberikan ruang public, dan sebagai media pembangunan partisipatif. 

Dengan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus yang mencerminkan bagaimana kepentingan tentang kebutuhan 

akan ruang publik dan media pembangunan partisipatif yang terdapat di dalam 

televisi publik lokal bagi masyarakat di daerah khususnya di Provinsi Banten.  

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu situasi 

sosial (Yin, 2006). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penyiaran_Publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penyiaran_Swasta
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_penyiaran_komunitas
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holistik (multiple case) dimana yaitu metode yang mempelajari 3 (tiga) 

permasalahan utama yaitu, pertama, revisi Undang-undang Penyiaran; kedua, 

kebutuhan masyarakat daerah tentang informasi yang bersifat lokalitas dalam 

siaran televisi dan ketiga, terkait dengan potensi pembentukan televisi publik 

daerah di Provinsi Banten. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan: Pertama, Peluang pendirian 

LPPL Televisi di Provinsi Banten cukup potensial mengingat di wilayah Provinsi 

Banten belum memiliki Stasiun TVRI sendiri melainkan masih bergabung dengan 

TVRI DKI Jakarta. Disamping itu, pendirian lembaga penyiaran publik daerah 

tetap harus menggunakan semangat, langkah-langkah, dan prosedur standar 

pendirian lembaga penyiaran publik. Misalnya saja didahului dengan konsultasi 

publik, inisiatif datang dari publik, peran pemerintah daerah hanya sebatas 

fasilitator. 

Kedua, Isu strategis pra dan pasca pembentukan  LPPL  Televisi berkaitan 

dengan tiga aspek utama yakni positioning, pendanaan (penyertaan modal 

daerah) serta pengelolaan keuangan LPPL Televisi . Sebagaimana diketahui LPPL 

Televisi dapat menyiarkan iklan dan otomatis memiliki pendapatan. Karena itu 

pendapatan tersebut masuk dalam kategori pendapatan daerah yang dapat 

dikelola oleh LPPL Televisi . 

Ketiga, Manfaat LPPL Televisi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: a) LPPL Televisi dapat membantu proses pengembangan sektor 

pertanian melalui program penyuluhan pertanian, b) LPPL Televisi sebagai 

sarana bagi kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) melalui pemanfaatan slot iklan, c)LPPL Televisi sebagai alat 

stimulasi dari gagasan-gagasan untuk memunculkan industri kreatif, d) LPPL 
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Televisi membantu pelestarian budaya, ciri khas masyarakat daerah (lokalitas), 

e) LPPL Televisi sebagai media pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, 

f) LPPL Televisi sebagai ruang diskusi masyarakat; membahas permasalahan ril, 

aspirasi dan kepentingan publik, g) LPPL sebagai alat konstruksi potensi daerah 

melalui program berita dan non berita untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang 

dihasilkan melalui investasi. 

 Kedua, PERSOALAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA 

PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DI JAWA TENGAH (Liliek Budiastuti 

Wiratmo, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, September - Desember 

2014, halaman 248-258).  

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memetakan kondisi LPP 

Lokal Radio berdasarkan variabel- variabel yang terkait dengan pengembangan 

pengelolaan LPP Lokal Radio yang profesional. Selain itu juga mengungkap 

berbagai persoalan yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses 

transformasi radio milik pemerintah daerah (RSPD/RKPD) menjadi LPPLokal Radio, 

di Jawa Tengah. Baik itu persoalan kelembagaan yang meliputi peizinan dan 

organisasi, pemahaman tentang LPPL Lokal Radio, maupun pengelolaan yang 

dihadapi pengelola, pemangku kebijakan serta masyarakat penerima siaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek 

Penelitian ini adalah LLPLRadio di Jawa Tengah. Pada saat ini di Jawa Tengah 

terdapat 33 stasiun penyiaran berada di bawah pengelolaan pemerintah 

kabukaten/kota yang mengudara. 

Dari peta temuan penelitian ini dapat disampaikan beberapa hal: Pertama, 

Undang-undang  Penyiaran  hingga  saat  ini masih tetap berlaku. Itu berarti 

apapun konsekuensi pelaksaannya tetap harus berjalan. Kedua, Permasalahan 
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kelembagaan radio pemerintah daerah yang kompleks harus diurai dan dibuatkan 

model sebagai acuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan LPPL Radio, 

sehingga dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Ketiga, diperlukan pengembangan model LPPL Radio yang tepat agar masyakarat 

sebagai pemilik frekuensi memperoleh sajian program siaran penyimbang dari 

kepungan berbagai konten komersial. 

Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut, belum menjawab persoalan 

dari penelitian yang dilakukan penulis, yakni tentang penguatan status LPPL 

Agropolitan Televisi sebagai Media Televisi Publik Lokal dan Agropolitan Televisi 

sebagai Perusahaan Media. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan tesis ini dapat disitematikkan sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang 

penyusunan atau penulisan. Masih kurang kuatnya status kelembagaan 

Agropolitan Televisi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dari latar 

belakang masalah. Dari latar belakang ini kemudian dirumuskan 

permasalahannya, yang diikuti dengan pembahasan mengenai tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka teoritik dan konseptual, originalitas penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II berisi pendekatan pustaka, yang akan membahas tentang 

beberapa pemahaman seperti Lembagai Penyiaran Publik dan Lembaga 

penyiaran Publik Lokal, Pers dan Dewan Pers, Lembaga Penyiaran dan Komisi 

Penyiaran Indonesia, Media Pemerintah dan Industri media, dan lain sebagainya. 
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Bab III berisi metode penelitian, yang membahas tentang jenis peneliian 

dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, dan 

teknik analisi bahan hukum. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan 

mengenai kajian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, 

Penguatan Agropolitan Televisi sebagai Televisi Publik, dan LPPL ATV sebagai 

media pemerintah dan industri media. 

Bab V berisi penutup yang membahas kesimpulan dan saran.. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi 

Batu, diperlukan untuk menjadi kekuatan penyeimbang terhadap 

derasnya arus tayangan informasi dan hiburan yang lebih dilandasi oleh 

aspek komersial seperti yang disuguhkan oleh lembaga penyiaran swasta. 

Di samping itu keberadaan LPPL ATV juga dapat memenuhi kebutuhan 

informasi masyarakat akan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, 

yang hampir tidak terpenuhi oleh media penyiaran swasta, khususnya 

media yang bersiaran secara nasional. Lahirnya Peraturan Daerah Kota 

Batu No. 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik 

Lokal Agropolitan Televsi, dan diperolehnya Ijin Penyelenggaraan 

Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia  merupakan bentuk penguatan 

dan pengakuan pemerintah/ negara akan keberdaan LPPL ATV, sebagai 

amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. 

2. LPPL Agropolitan Televisi memiliki fungsi selain sebagai penyampai 

informasi pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat atau fungsi 

pelayanan, juga sebagai perusahaan pers karena produknya adalah 
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berbentuk karya jurnlistik.  Namun demikian, untuk menjadikan LPPL ATV 

sebagai perusahaan Pers, seperti yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, harus ada keberanian dari 

pengambil kebijakan dalam hal ini Walikota Batu Bersama Lembaga 

legislatifnya untuk membuat produk hukum bagi LPPL ATV agar dapat 

bergerak lebih leluasa dan professional baik berfungsi sebagai pelayanan 

masyarakat maupun perusahaan pers.  

 

B. Saran 

1. Berlakunya Perda tentang LPPL ATV akan berimplikasi pada perlu 

dibuatnya Peraturan Walikota untuk melengkapi implementasi Perda ini. 

Oleh karena itu, pembentukan peraturan Walikota harus dilakukan dalam 

rentang waktu yang tidak terlalu lama agar perda ini dapat berlaku secara 

efektif. 

2. Untuk memperkuat fungsi layanan masyarakat sebagai lembaga 

penyiaran public local sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2002 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, maka Perda LPPL ATV 

harus segera dilengkapi dengan beberapa Peraturan Walikota (Perwali) 

selain petunjuk teknis pelaksanaan perda, juga Perwali tentang Aset dan 

Kekayaan LPPL ATV, Perwali tentang Organ dan Kepegawaian, dan 

Perwali tentang Jasa Penyiaran. Harapannya dengan kelengkapan 

peraturan tersebut LPPL ATV dapat menjalankan programnya dengan 

professional, tetap independen dan netral. 
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3. Dalam jangka panjang, pembentukan LPPL perlu diikuti dengan langkah 

pembenahan manajemen kelembagaan yang profesional sehingga 

program siarannya memberi manfaat pada masyarakat di Kota Batu.  
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